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BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 0% TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ds

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan
arahan bagi pemerintahan desa dalam rangka
menyusun, mengelola dan melaporkan penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka
dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di
Kabupaten Mempawabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Mempawah tentang Pedoman
Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Kabupaten
Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);



12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5684);

14 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2092);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

17 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

19.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1359);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BAGI DESA

DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Mempawah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa
atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sistem Keuangan Desa selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah suatu
Aplikasi yang digunakan dalam Perencanaan, Pengganggaran,
Penataausahaan, Pengendalian, hingga Pelaporan Keuangan Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan
bidangnya.

Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank
yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan
desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa
dengan belanja desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa
dengan belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.



28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Desa.

BAB 1I
PARAMETER KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Parameter Kode Keuangan Desa diatur untuk keseragaman dan
keserasian bagi Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Mempawah
yang terbagi uraian sebagai berikut :

Parameter Kecamatan;

Parameter Desa;

Parameter Bidang;

Parameter Sub Bidang;

Parameter Kegiatan;

Parameter Rekening APBDesa;

g. Parameter Kode Sumber Dana.

R NN~

(2) Parameter Kode Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

BAB III
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah
Desa dan Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa atau
sebutan lain pada desa setempat.

(3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah
Kepala Dusun yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.

(4) Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), adalah Ketua LPM atau sebutan lain secara hirarkis yang
aktif dan memiliki Kompetensi di bidangnya.

(5) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
a. Ketua, berasal dari Kepala Dusun,
b. Sekretaris, berasal dari unsur LKD atau sebutan lain;
c. Anggota berasal dari unsur Kepala Dusun dan/atau dari unsur LPM
Desa atau sebutan lain.



(6) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

b. Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi,
kolusi, dan nepotisme;

c. Menandatangani pakta Integritas;

d. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan
setiap tugas/pekerjaannya.

(7) Pemerintah Desa menyediakan Operasional termasuk honor
kepada TPK.

(8) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan untuk
kegiatan pengadaan barang/jasa kontruksi diatas nilai 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan
desa.

Pasal 4

Besaran Operasional Tim Pelaksana Kegiatan untuk setiap kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Maksimal 3% (tiga
perseratus) dari Pagu Kegiatan Bangunan fisik Konstruksi.

Pasal 5

(1) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK:

a. Menunjuk satu orang anggota sebagai penanggungjawab teknis
pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui
teknis kegiatan/pekerjaan;

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;

c. dapat menggunakan Tenaga Ahli Pendamping Desa atau jasa
konsultan teknis yang bersertifikasi sesuai dengan kebutuhan desa
dalam pelaksanaan fisik kontruksi di Desa. dan atau

d. dapat dibantu oleh pekerja/tukang.

(2) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/atau
peningkatan jalan dipedesaan, untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara Swakelola.

(3) Jasa konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, syarat
ketentuan sebagai berikut :

Konsultan harus memiliki sertifikasi yang layak sebagai konsultan;

Pendidikan S1 Teknik Sipil;

Pribadi konsultan yang jelas;

Bertanggung jawab tugas dan kewajiban mulai dari Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengawasan kegiatan di Lapangan.

aoop

(4) Besaran jasa konsultan perencanaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maksimal 1,5 % (satu setengah
perseratus) dari Pagu Kegiatan Bangunan fisik Kontruksi, tidak
termasuk Tenaga Ahli Pendamping Desa.
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BAB YW
STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 6

(1) Standar Satuan Harga merupakan bagian dari Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) di Kabupaten
Mempawah dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan ini, yaitu :

Standar Perjalanan Dinas

Standar Bimtek/Diklat/Pelatihan

Standar Uang Lembur

Standar Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber

Boop

(2) Rincian standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
s/d huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

(3) Standar Satuan harga yang tidak diatur dalam ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf d, dapat menggunakan :
a. Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai
acuan/pedoman Maksimal.
b. Standar satuan harga hasil survey Pemerintah Desa kepada dunia
usaha/pihak penyedia barang/jasa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Sistematis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes mengacu
dan berpedoman pada Buku Kerja Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Republik Indonesia.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Mempawah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Mempawah (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 16) dan segala ketentuan yang mengatur hal yang sama
yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 7 -\~ 2019

Biundangkan di empawah

Pada tanggal (............ //
SEKRETARIgSgd . 78UPATI MEMPAWAH,

................



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

A. Format Kode Rekening, Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Di Desa

Kode

Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

1

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan
1-7)

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan
PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon,
dil)

Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum),
perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,
listrik /telpon, dll)

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

90

Tambahan Tunjangan Jabatan Kepala Desa

91

Tambahan Tunjangan Jabatan Perangkat Desa

92

Tambahan Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

NININ|—= =]~

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

N

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
Desa**

90

Pembangunan/Pemeliharaan /Peningkatan Pagar Kantor Desa

91

Kegiatan pemetaan nama-nama gang/RT/RW/Plang Desa

92

Kegiatan Penyediaan Nomor Rumah Penduduk

W ININN

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

w

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan
dan potensi desa)**

wW| W

Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

W

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

W

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

W

Penetapan desa dalam KLB

Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan
penyandang difabilitas

92

Kegiatan Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja

93

Kegiatan Pendataan kelompok usaha/ekonomi produktif perempuan
skala Desa

94

Kegiatan Pendataan potensi kerawanan pangan tingkat Desa

95

Kegiatan Pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa

WIRIW] W W] W

96

Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa




Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan

o i Pelaporan

1 1al1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pemba.lhasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

1] a4l o Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll.,
yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

1 4 | 3 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

11ala Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes / APBDes Perubahan/
LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

1 | 4 | 5 |Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

1 lale Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen
Rencana Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 | 4 | 7 |(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

1 | 4 | 8 |Pengembangan Sistem Informasi Desa
KOOT(INAST/ KeTJasSama PEeNyeeNggaraan Pemermranan aan |

1 | 4 | 9 |Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga,
Al *%

11ali10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala
Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

1 1ali11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen
dalam mengikuti Lomba Desa

1 | 4 |90 |Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa

arm Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Perangkat Desa dan Kepala Desa
Antar Waktu

1 | 4 | 92 |Kegiatan Pengisian dan Pelantikan BPD Antar Waktu

1 | 4 | 93 |Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 | 4 |94 [Kegiatan Kajian Pendirian BUMDesa

1 | 4 | 95 |Kegiatan Kemitraan Pemerintahan Desa dengan LKD

s | alos Kegiatan Pemetaan‘ K'ebl.,ltuhan Masyarakat dan Perancanaan
Pembangunan Partisifatif

1 | 4 | 97 |Pengembangan/Penyusunan Tata Ruang Desa dan Peta Sosial Desa
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan

1 | 4 |98 Ipanitia Penerima Hasil Pekerjaan

1 4 | 99 |Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan Produk Hukum Desa

1|5 Sub Bidang Pertanahan

1 | 5| 1 |Sertifikasi Tanah Kas Desa

1 5| 9 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi
Agenda Pertanahan)

1 | 5 | 3 |Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

1 5 | 4 |Mediasi Konflik Pertanahan

1 { 5| 5 |Penyuluhan Pertanahan

1 | 5 | 6 |Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1 | 5 | 7 |Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

1 5 | 90 |Kegiatan Penguatan tugu batas desa

1 5 | 91 (Kegiatan Penataan Batas Wilayah Dusun

1 | 5 | 92 |[Kegiatan Pemekaran Wilayah Dusun

1 | 5 |93 |Kegiatan Pemekaran Desa

1 | 5 | 94 |Kegiatan Pengadaan Tanah Desa

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

211 Sub Bidang Pendidikan




Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan,
Homnor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

10

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin /Berprestasi

N OININ] N

90

Kegiatan Pembangunan /pemeliharaan /Peningkatan
/Pengelolaan /Pemanfaatan Kegiatan dibidang Pendidikan

91

Pembangunan /Pengelolaan /Pendataan warga putus sekolah dan buta
huruf/aksara

92

Dukungan Pendidikan bagi masyarakat ke perguruan tinggi

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-
obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan
Pelayanan KB dan Alat)

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas
Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

NININININ] N

NININININ] N

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

O |®|Njojnls] W

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu /Polindes/PKD **

90

Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)

Pengadaan/Pemeliharaan Mesin Fogging

N NIN] N

w Wlw N

92

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dan
Rumah Tunggu

93

Penyuluhan/Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA/HIV/AIDS

94

Penyuluhan /Penunjang kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan
P2WKSS

95

Penunjang dan pengembangan Tenaga Kesehatan dan Kelompok Warga
Peduli AIDS

96

Penunjang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), difabel
dan disabel, Lansia, Terlantar dan ODGJ

97

Penunjang Kegiatan Gerakan Sayang Ibu ( GSI ) dan Gerakan
Masyarakat Sehat (GERMAS)

98

Pelatihan /Penunjang Kegiatan P2TP2A, Kelompok Peduli ASI, Ibu Hamil
dan Tim Kampung KB

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang




Pemeliharaan Jalan Desa

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NINININ

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

N

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
Desa/Petilasan Milik Desa

Pemeliharaan Embung Milik Desa

O] N |[&o] i |[+WIN]|-

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

p—
o

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa **

N NININ N N

W |[WIW|W] W | W] W |WIWw|Ww]Ww

[y
[y

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang **

12

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani

*%

13

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik
Desa **

14

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

15

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan**

16

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs
Bersejarah Milik Desa/Petilasan

17

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

18

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

19

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **

N INININ] N

W |WWlWwW| W

20

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Monumen /Gapura/Batas Desa
*k

90

Pembangunan/Pemeliharaan /Peningkatan /Pemanfaatan Gudang
Barang, Gedung serba guna, Bangunan satu Atap

91

Pembangunan/Pemeliharaan /Peningkatan /Pemanfaatan Gedung TPQ,
KB dan Penginapan

92

Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan /Pemanfaatan Dinding
Penahan Tanah

2|4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

bt ek Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

2 | 4 | 2 |Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

21 als Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

2 | 4 | 4 |Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

2l als Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll.,
diluar prasarana jalan)

2 6 |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

9 7 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dli)
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah

X el & Rumah Tangga)

2 | 4 | 9 [Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

2 | 4 | 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

2 | a4 l11 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**




12

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **

13

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-
gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

14

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum /MCK
umum, dll **

15

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dllj**

16

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**

17

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak
Milik Desa**

N

90

Pembangunan/Pemeliharaan /Pengadaan/Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Bagi Keluarga Miskin

N

91

Pemeliharaan/Pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat

92

Pengembangan /Pengolahan pupuk dan pakan untuk pertanian dan
perikanan

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Hutan Milik Desa

NININ|] N

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Pelatihan /Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

90

Pemeliharaan /Pemanfaatan lingkungan sungai

91

Pemetaan dan Pendataan Kawasan Lindung dan Konservasi skala Desa

92

Pemanfaatan lahan pekarang

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

NININE N N N

Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

N

S o] g ||l o |gjoria| S || P

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan
Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa

90

Pembangunan /Pemeliharaan /Peningkatan Tambatan Perahu

91

Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat,
Ketenagakerjaan, Budaya dan Pembangunan

92

Sosialisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

93

Penunjang Kelompok Informasi Masyarakat Desa

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

NINININ] N N N

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

N

N NN oo o |0 &

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi
Alternatif tingkat Desa **

920

Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana
Ekonomi Produktif

91

Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitas Penerangan Jalan Desa

Sub Bidang Pariwisata

NININ| N

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

|0 0 ||| N

Kegiatan Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pariwisata

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

W W] N

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **




Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban
oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan
Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dllj Skala
Lokal Desa

Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

W |[W|WiWw

N ||l s

Pelatihan /Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum
dan Pelindungan Masyarakat

W

Pembinaan /Pemeliharaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap
Bencana dan Gotong Royong Masyarakat

w

91

Pembinaan bagi masyarakat tidak mampu/Jompo

92

Pembinaan /Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di
masyarakat, ketentraman wilayah Desa

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

W Wl

N NN

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil
Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Keagamaan Milik Desa **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

90

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

91

Pembinaan Pengurus Adat dan Keagamaan

92

Peningkatan Kapasitas di Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

W | WW|WlW]| W

W [WINININ] N

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan
Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat
Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik
Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga

Pembinaan kreatifitas pemuda

Pemberian Modal Usaha Pemuda/Karang Taruna

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Pembinaan PKK

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Pembinaan RT/RW

Pembinaan /Pengembangan/Pembentukan Lembaga Desa lainnya

Pelestarian Rumah Adat

Pembinaan Organisasi Desa

Penunjang Kegiatan Mobilitas Kependudukan

Pelatihan Wawasan Kebangsaan

WIWIWIW|WIWIW|W|W|W|W|W|W|W|W| W

Hlblplp|D]p]|R]|P][R|R]|D|PIO|W|W] W

Study banding Lembaga Kemasyarakatan




4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

4 |1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4 1 1 [Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

4 | 1 | 2 [Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan

4 1 3 iy
Darat Milik Desa **

4 1 | 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan
Sungai/Kecil Milik Desa **

4 1 | 5 |Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan /dst)

al1le Pelatihan /Bimtek /Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat/Nelayan **
Pembinaan /Pengelolaan /Pembentukan/Pengembangan kelompok

" o i masyarakat Perikanan

4 | 1|91 |sosialisasi Pendaftaran dan Perizinan Kapal Perikanan di bawah 10 GT

4 | 1 |92 [Pelatihan/Bimtek Kelompok Kelautan dan Perikanan

4 | 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan

4 2 1 : e s
pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan

Wl A% L peternakan, kandang, dll)

4 | 2 | 3 |Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)

4 | 2 | 4 |Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk

4 | 21|65 .
Pertanian /Peternakan *

4 | 2 |90 |Pelatihan/Bimtek Kelompok Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

4 | 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4 | 3 | 1 [Peningkatan kapasitas kepala Desa

4 | 3 | 2 |Peningkatan kapasitas perangkat Desa

4 | 3 | 3 |Peningkatan kapasitas BPD

4 | 3|90 Study Banding bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa

ala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga

4 | 4 | 1 [Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

4 | 4 | 2 |Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

4 | 4 | 3 |Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

2 | 4 |90 |Fasilitasi Kegiatan bagi Kelompok Perempuan

2 | 4 |91 [Penunjang Kegiatan Penyaluran Rastra

4 | 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4 | 5 | 1 [Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

4ls]o2 Pengembang@ Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
serta Koperasi

4153 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi
Pedesaan Non-Pertanian

4 | 5 |90 |Kegiatan Pengembangan Usaha MIKRO berbasis Desa

4 | 5 |91 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bersama (KUBE)

4 | 5 | 92 |Pelatihan/Penunjang Program Inovasi Desa

4 | 5 |93 |Penunjang Kegiatan Promosi produk unggulan Desa

4 | 5 |94 [Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan

4 | 5 | 95 |Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

4 | 5 | 96 |Pelatihan Keterampilan bidang ekonomi produktif

4 | 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4 | 6 | 1 |Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)




Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh

il ks Desa)
Pembangunan/Pemeliharaan /Pengelolaan BUM Desa serta Penyertaan

41 6 |99 |Modal Bumdes

4 | 6 |91 |Sosialisasi Pembentukan BUM Desa

4 | 6 |92 |Sosialisasi/ Pelatihan Terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

4 | 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4 { 7 | 1 |Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

4 | 7 | 2 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **

4 | 7 | 3 |Pengembangan Industri kecil level Desa
Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan /Pendampingan kelompok usaha

o ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)**
Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan

417 |9 |prasarana Pelayanan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

4 | 7 |91 |Pelatihan Produksi dan Packaging Produk Desa

4 | 7 | 92 |Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK

< Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5 | 1 | O |Penanggulangan Bencana

5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat

5 | 2 | 0 |Keadaan Darurat

5| 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

5 | 3 | 0 |[Keadaan Mendesak




\/

B. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening

Uraian
alb|c| d
4 PENDAPATAN
411 Pendapatan Asli Desa
41 1] 1 Hasil Usaha
41 1] 1|1 Bagi Hasil BUMDes
90- : ’
41 111 99 Lain-lain
41 1] 2 Hasil Aset
41 1121 Pengelolaan Tanah Kas Desa
4111 2 2 Tambatan Perahu
4| 11 2] 3 Pasar Desa
4111 2| 4 Tempat Pemandian Umum
41 1] 2] 5 Jaringan Irigasi Desa
41 1| 2| 6 Pelelangan Ikan Milik Desa
] e b N I Kios Milik Desa
4| 1| 2| 8 Pemanfaatan Lapangan /Prasarana Olah raga Milik Desa
90- : .
40 .1f2 99 Lain-lain
411] 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
41 1|1 3] 1 Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4111 3 99(;— Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
41 1] 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4| 1| 4 1 Hasil Pungutan Desa
90- ! :
41 1) 4 99 Lain-lain
4] 2 Transfer
41 2] 1 Dana Desa
41211} 1 Dana Desa
41 2| 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
41 2] 21 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
41 2] 3 Alokasi Dana Desa
41 2| 3|1 Alokasi Dana Desa
4 2] 4 Bantuan Keuangan Provinsi
4] 2 1 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
90- . ; . 5
4 2| 4 99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4 2 5] 1 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4 21 5 99%_ Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4; 3 Pendapatan Lain-lain
4, 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4 3 1] 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4 3| 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4] 3| 2] 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga




Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

HlD]IB]H

WlW|W]lW

Hlh W] W

Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
berjalan

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan

N

Bunga Bank

H

Bunga Bank

N

O] O

Lain-lain pendapatan Desa yang sah

W | WlW|W

O

90-
99

Lain-lain pendapatan Desa yang sah

BELANJA

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penghasilan Tetap Kepala Desa

bt |t | = |

Tunjangan Kepala Desa

[y

Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Tunjangan Perangkat Desa

[y

Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah

Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

Jaminan Kesehatan Kepala Desa

Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa

AiWwIN]=

Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa

Tunjangan BPD

[y

Tunjangan Kedudukan BPD
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Tunjangan Kinerja BPD

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan

Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
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Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
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Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan
Bahan Kebersihan

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam
Kebakaran

Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak
dan Penggandaan

N

Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja
Barang Konsumsi

Belanja Bahan/Material

Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

Belanja Pakaian Dinas/Seragam /Atribut

Belanja Obat-obatan
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Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan




5t 21 1 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian

5| 2 1 Z?)— Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

5| 2 2 Belanja Jasa Honorarium

5| 21 21 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5| 21 2| 2 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator

5| 2] 2| 3 Belanja Jasa Honorarium /Insentif Pelayanan Desa

5| 2 2{ 4 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

5{ 2|1 2 5 Belanja Jasa Honorarium Petugas

5 2| 2{90 Belanja Jasa Uang Lembur

5] 2| 2§91 Belanja Uang Saku/Uang Transport Peserta Pelatihan

5[ 2| 2 901)- Belanja Jasa Honorarium Lainnya

5 2| 3 Belanja Perjalanan Dinas

8 2| 3] 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

5[ 21 3| 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota

8] 2] 3| 3 Belanja Kursus/Pelatihan

5| 2 4 Belanja Jasa Sewa

5 21 41 1 Belanja Jasa Sewa Bangunan /Gedung/Ruang

S| 2| 4| 2 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

5| 2 4| 3 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

S| 2 4 99(())_ Belanja Jasa Sewa Lainnya

5| 2 5 Belanja Operasional Perkantoran

al] 2|1 5] 1 Belanja Jasa Langganan Listrik

5| 2| 5| 2 Belanja Jasa Langganan Air Bersih

5| 21 5] 3 Belanja Jasa Langganan Majalah /Surat Kabar

5| 21 5| 4 Belanja Jasa Langganan Telepon

5| 2| 5| 5 Belanja Jasa Langganan Internet

5| 2| 5| 6 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro

5] 21 5| 7 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin /Pajak

5| 21 590 Biaya Administrasi Bank

5 2] & 9919_ Belanja Operasional Perkantoran Lainnya

5[ 2 6 Belanja Pemeliharaan

5| 21 6| 1 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

5| 2| 6| 2 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

8] 2§ 6| 3 Belanja Pemeliharaan Peralatan

S| 2| 6| 4 Belanja Pemeliharaan Bangunan

5| 2| 6| 5 Belanja Pemeliharaan Jalan

5| 2f 6| 6 Belanja Pemeliharaan Jembatan

5| ol 6l 7 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih,
jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)

s| o 6l 8 Belanja Pemeljha.lraar.l Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon,
Internet, Komunikasi, dll)

5/ 2| 6 99(;_ Belanja Pemeliharaan Lainnya

5| 2| 7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

5| 2 7| 1 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat

s| ol 7| 9 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang
diserahkan ke masyarakat

S| 21 71 3 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
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Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin

N

Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan /Tkan

N

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
Lainnya

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Modal Pembebasan /Pembelian Tanah

Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah

Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah

Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
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Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

W
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Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan

Belanja Modal Peralatan Dapur

Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
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Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
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Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan /Peternakan

N

Belanja Modal Mesin

N

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
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Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya

Belanja Modal Kendaraan

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor

Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
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Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
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Belanja Modal Kendaraan Lainnya

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku
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Belanja Modal Sewa Peralatan

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku
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Belanja Modal Sewa Peralatan

Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku
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Belanja Modal Sewa Peralatan




Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air
Limbah /Persampahan

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku
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Belanja Modal Sewa Peralatan

Belanja Modal Jaringan /Instalasi

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku
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Belanja Modal Sewa Peralatan

Belanja Modal lainnya

Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan

Belanja Modal khusus Olahraga

Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan

Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
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Belanja Modal Hewan
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Belanja Modal Tenaga Ahli/Konsultan
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Belanja Modal Lainnya
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Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

el

Belanja Tak Terduga

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA Tahun Sebelumya

SILPA Tahun Sebelumnya

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
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Penerimaan Pembiayaan Lainnya
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Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa

Pengeluaran Pembiayaan lainnya
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Pengeluaran Pembiayaan lainnya

Diundangkan di Mempawah

pada tanggatl

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

IL ERLINA

7BUPATI EMPAWAH, /b =



£

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR (2 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN MEMPAWAH.

STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN PENINGKATAN SDM/ PELATIHAN/ SOSIALISASI/ BIMTEK/

HARI/ORANG
- DESA DALAM WILAYAH TRANSPORT KE DALAM DAERAH W —
KECAMATAN DESA DESA
KE KECAMATAN | KE KABUPATEN
1. Uang Harian Perjalanan Dinas (Ibukota
1 Mempawah Hilir 50.000 50.000 Kecamatan dan Ibukota Kabupaten)
. sebesar Rp. 225.000./hari.
2 [ WS Ty =000 90.000 | . Keglatar Bimtek/ Pelatihan/ Sosialisasi/
; ; Workshop yang ada Biaya Kontribusi,
Ssnge Bueyy sriotd 90000/ ., ke diberikan Uang Transport dan
Sungai Pinyuh 50.000 50.000 Uang Saku berdasarkan Lokasi kegiatan.
a. Uang Saku Bimtek/ Pelatihan/
5 | Anjongan 50.000 75.000 Sosialisasi/ Workshop di Tk Provinsi
sebesar Rp. 250.000,-/ hari
6 | Toho 50.000 100.000 b. Transport menyesuaikan.
7 | Sadaniang 50.000 175,000 | O Menyosatkan Undengen Kegiatan.
8 Segedong 50.000 100.000
9 Siantan 50.000 100.000




2.

STANDAR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (IBU KOTA NEGARA DAN PROV. LAINNYA)

NO.

ASAL KOTA - KOTA TUJUAN

SATUAN BIAYA TIKET
(Rp.)

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Pontianak — Jakarta PP

3.000.000
( MAKSIMAL)

Pontianak — Ibu Kota Prov. Lainnya PP

3.500.000
( MAKSIMAL)

. Transportasi Udara dibayarkan secara at cost

(Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti yang sah)
dan dengan batas Maksimal.

. Transportasi lokal dari daerah asal ke pemberangkatan

transportasi udara dan dari kedatangan transportasi
udara ke tempat tujuan pulang pergi sebesar Rp.
1.250.000. Diberikan secara lumpsum (Jumlah yang
telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan
sekaligus).

. Uang Harian sebesar Rp. 550.000 per hari. (Maksimal

koordinasi ke luar daerah 3 hari).

. Uang makan perjalanan dinas luar daerah di luar

provinsi per hari sebesar Rp. 250.000.

. Penginapan secara at cost (Biaya yang dikeluarkan

sesuai dengan bukti yang sah) dan dengan batas
Maksimal Rp. 700.000,-.




3. STANDAR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DALAM PROV. KALBAR)

1. Uang saku perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi per hari sebesar Rp. 125.000.
2. Uang makan perjalanan dinas lnar daerah dalam provinsi per hari sebesar Rp. 175.000
3. Uang Penginapan At Cost (sesuai Bill hotel/Penginapan) M ax. sebesar Rp. 700.000,-

TEMPAT ASAL / BESARAN UANG TRANSPORT KE KAB/KOTA TUJUAN PP
NO DESA DI PONTIANAK [SINGKAWANG| KUBU RAYA [KAPUAS HULU| KETAPANG | SUKADANA| SANGGAU | SEKADAU | SINTANG |NANGA PINOH| NGABANG |BENGKAYANG| SAMBAS
EeRaaa Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 |SIANTAN 150.000 300.000 200.000 1.000.000 800.000 650.000 500.000 750.000 B00.000 800.000 400.000 400.000 400.000
2 |SEGEDONG 175.000 275.000 225.000 1.000.000 825.000 675.000 475.000 725.000 775.000 775.000 375.000 375.000 375.000
3  |SUNGAI PINYUH 175.000 250.000 250.000 1.000.000 850.000 700.000 450.000 700.000 750.000 750.000 350.000 350.000 350.000
4 |MEMPAWAH HILIR 175.000 225.000 275.000 1.000.000 875.000 725.000 475.000 725.000 775.000 775.000 375.000 350.000 325.000
5 |MEMPAWAH TIMUR 175.000 225.000 275.000 1.000.000 875.000 725.000 475.000 725.000 775.000 775.000 375.000 350.000 325.000
6 |SUNGAI KUNYIT 200.000 200.000 300.000 1.000.000 900.000 750.000 500.000 750.000 800.000 800.000 400.000 350.000 300.000
7 |ANJONGAN 200.000 275.000 275.000 1.000.000 875.000 725.000 425.000 675.000 725.000 725.000 325.000 325.000 375.000
8 |TOHO 225.000 300.000 300.000 1.000.000 900.000 750.000 450.000 700.000 750.000 750.000 350.000 300.000 400.000
9 |SADANIANG 250.000 300.000 300.000 1.000.000 900.000 750.000 450.000 700.000 750.000 750.000 350.000 325.000 400.000
KETERANGAN :




UANG HARIAN DAN TRANSPORT UNTUK PERJALANAN DINAS KE DUSUN

UANG HARIAN UANG
o e PER HARI TRANSPORT
PERJALANAN KE DUSUN :
1 | Sampai dengan O -1 km 100.000 -
2 | 1 km sampai dengan S km 125.000 50.000
3 | Lebih dari S km 150.000 50.000
STANDAR PEMBIAYAAN DESA SE KABUPATEN MEMPAWAH
A | HONORARIUM
Jasa Nara Sumber / Instruktur / Pengajar /
Moderator/ Pembawa Acara :
a. Kegiatan Seminar/ Sosialisasi/ Rapat Kerja/
Rapat Koordinasi/ Workshop/ Desiminasi
» Pejabat Eselon II / Yang Disetarakan Max.1.400.000/org/jam
» Pejabat Eselon III Kebawah/ Yang|Max. 900.000/org/jam
Disetarakan
» Moderator Max. 700.000/org/sesi
» Pembawa Acara Max. 400.000/org/kali
b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
» Pejabat Eselon II Yang Disetarakan Max. 850.000/org/jam
» Pejabat Eselon III Kebawah /Yang| Max. 700.000/org/jam
Disetarakan
» Moderator Max. 400.000/org/sesi
» Pembawa Acara Max. 250.000/org/sesi
B | LEMBUR
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
e SD/SMP 20.000/org/jam
e SMA/D-I/D-TI 25.000/0rg/jam
e S-I/D-II/D-IV 30.000/org/jam
e S2 35.000/org/jam
Keterangan :

1. Pada hari kerja batasan waktu lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau
14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat
melebihi 3 (tiga) jam sehari disesuaikan kewajaran dan volume pekerjaan.
Dikecualikan ada beberapa kegiatan dapat melebihi batasan waktu lembur
seperti tersebut diatas yaitu : Penyusunan Anggaran dan Penyusunan
Laporan Keuangan maksimal 8 (delapan) jam sehari selama 22 (dua puluh

dua) hari kerja dalam sebulan.

Uang makan lembur (untuk semua golongan/pangkat/tingkat pendidikan)
Rp. 25.000 / orang diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya

2 jam secara berturut-turut.

3. Pada hari libur, tarif lembur dihitung 200% dari tarif lembur harn kerja.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal

---------------

SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN

............. NOMOR

................

? BUPATI MEMPAWAH (\/
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